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Ial iDbang: a.

BUPATI GAYO LUES,

bahrva PBB-P2 (PBB-P2J mcrupakan salair satu sumber
penda la t rn  docra}  ]ang p .n t i rg  gura  n ,  mb iaya i
pclaksanaan Pemerintahan Kabupaten;

bahv'a dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyaral<at atau rvajib pajal<, perlu melakukal pemungutan
terhadap PBB-P2 {PBB-P2) oleh petugas pemungut yang
dibcrikan kewenangan dan tugas dalam pcmungutannya;

Berdasarkan pcrlimbalgar sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, ditetapkan peraturan Bupati tentang Petugas
Pemungut PBB-P2 {PBB-P2) Dalan Kabupaten Gayo Lues.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pcmbentukan
Kabupaten Aceh Barat Daya, I(abupatcn Gayo Lues,
Kabupaten Act h Jafa. Kcbupetcn N:]san Ral-a dan
Kabupaten Aceh Tamialg di Provinsi Nairggroe Aceh
Darussalam {lamba.an Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambaian l,enbarar Negara Rcpublik
Indoncsia Nomor 4179);

Undang-Undarg Nomor i 1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerai (l,embaran Negara Repfibli|
Indonesi Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
pembentukan Pcraturan Pcrundang-Undangan (lembaran
Negara Republik Indoncsia Taiun 2011 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
52:la)i

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (l,embaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2014 llomor 244, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik lndonesia Nomor 558/) :rcbagaimana tclah diubah
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dengan Peraturan Peme.intah pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undansi
Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tcntarg pcmerinralran Daerair
(Lcmbararr Negara Republik IndonesL Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan l,embaran Negara Republik Incionesia Nomor
ss89);

6. Peraturan Pemerintah Ncmor 58 Tahun 2005 tentane
Pengelolaan Keuangan Daerah llembar.n N"ga-a Republih
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentane Tata
Cara Pemberian dan Pemanf3ilan Ins"nrif pcmunfl. it.tn paral<
Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 201O Tentang Jenis
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

9. Qanun Kabupaten Gayo Lucs Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Bea Perolehan llak Atas Tanah dan Bangunan (Lembarar-r
Daerah Kabupaten Gayo Lues TaiLrn 2010 Nomor 27);

10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah (L€mbaran Daerah Kabupaten Gayo Lues
Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimara telah diubah dengar
Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (l€mbaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Taiun 2013 Nomor 64);

11. Qanun Kabupatcn GaJ-o Lues Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaa;r Keuangan Daerr:h (kmbarar
Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 20OB Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

fcactapkar : TUGAS PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN
BANGUIIAN PERDESAAf DAIY PERI(OTAAN (PBB.P2}
DALAM KABI]PATEN GAYO LUES

BAB ]
KETENTUAI{ ]IIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini Jiang dimaksud dengan I

1. Daerah adalah Kabupaten GaJ.o Lues.

2. Penerintah Daerah adalah Peme.intah Kabupaten Galro
Lues.

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lucs.

4. Dinas Pengelolaan Keuangat Daerah disebut DPXD
adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo
Lues.

5. I(as Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gayo Lues
atau BadaJr lang diserahi \telvenang dan tanggung
ja*'ab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Gayo
Lues.

/
6. Perrn qkrt. . ilt. ...,/j' /



6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu BuDati dalam
penyelenggaraar pemerinlaha.1 da"rah vane terdiri
Sekretariat Daerah. Spkretariar DPRD, Dinas- Daerah.
Lembaga Teknis Dacrah dan Kecamatan.

7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten vang selanjut rya
disingkat SKPK adalah perangkar daerah pada
pemerintah daerah selaku Pengguna
Angga ran / PF n ggu n a Bara ng.

8 .  Pe jabat  ada lah  pega la i  yanq d iber i  rugas  renpnru
dibidang perpajakan Daerai sesuai dengan peraturan
r ' a n  i h . l . n  n - r  l n , J 6 - - .  -

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besamya pajak atau ret.ibusi yzrng
temtang sampai kegiatan penagihan pajal< atau retribusi
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta
penSasiasan penyetorann]'a.

lo.Pihak lain adalah pihak yang membantu pelaksaraan
kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

l l.lnsentif Pemungutan Pajak dan Rctribusi vang
selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yalg diberikan sebagai penghargaan atas
k iner ja  tc r ten tu  da lam meleksanakan pemunquran
Pajal dan Retribusi Daerah.

l2.lnstansi Pelaksana Pemungutan P:Lj:rk Dacrah dar-r
Retdbusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi
adala! Instansi yang ditugaskan oleh Pcmerintah
Daerah untuk melaksanakar pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebr-rt Pajak, adalah
kontribusi rvajib kepada Daerah yaDg tqrutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Underg-Undang. dcngen tidak
mendapatkan imbalan secaia langsung dan diEp.rnakan
untuk keperluan Daerah bagr sebesarbesarn-va
kemakmuran ralg'at.

14.PBB-P2 selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah paja-k atas
bumi dan/atau ban6gnal yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perk:bunan, perhutanan. dan pertambc ngaJ).

15. Bumi adalah pefinukaan bumi yang meliputi tanah dal]
perairal pedalaman sefta laut wilayah kabupaten/kota.

16. Bangunan adalalr konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secaia tetap pada tanah dan/atau perarran

pedalaman dan/atau laut.

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah
pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau

banggnar.

18. Perolehan H.rk atas Tanah dan/atau Bangunan adalah

perbuatan atau peristil\'a hukum yang mengakibatkan



diperolehnya hak atas tanal dan/atau bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Eadar, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dar-r kervajibal perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
neme ia  l ran  r la - . .h

20. Pajak yang temtang adalah pajak yang hams dibal'ar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak,
atau dalam Bagian Tal1ull Pajal< sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undalgan perpajakan
daerah.

21. Surat Pemberitaiuan Objek Pajak, l.ang selanjutnv-a
disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan
Objek Pajak, yang sclanjutnya disingkat LSPOP adalalr
sura t  yong d igunakan o leh  Waj ib  Pa ja l  unruk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 dan LSPOP
adalah sesuai dengan keientuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerch.

22. Surat Setoran Pajak disingkat Daerah, I'ang selanjutnya
disingkat SSPD, adalair bukti pembayaran atau
penvetoran pajak lang telch dilckukai dcngan
menggunaken formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain kc kas dacrah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, vang selanjutnjra
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jurnlah pckok pajal 1-a-ng
rerurang.

24. Surat Peftbeitafruan Pajak Terutang, J'ang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunal<an untuk
memberitahukan bcscrnya PBB.P2 yang tcruranB
kepada Wajib Pajak.

25. Daitar Himpunan Ketetapan PembaJa.an, yang
selanjutnya disingkat DHKP, adalah Daftar keseluruhan
yang digunakai untuk membedtahukan besarnya PBB-
P2 yang terutang kepada Wajib PajaL.

26. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjut-nya disingkat
STTS. adalah sur.t yang digunakan untuk bukLi
penyetoran PBB-P2.

27. Surat Ketetapan Pajal Daerah Kurang Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalal] surat ketetapan
pajalc yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kr.dit paja&, jumiah kekuralgan pembayarai
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumiah

pajak yar.rg masih harus dibayar.



28. Surat Ketetaparr Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yarrg menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan,

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yarlg sclanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak ].ang
menentukan jumlai pokok pajak sama besarnya dengan
jumlal] kredit pajak atau pajal< tidal< terutang dan tidak
ada kedit pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajal< yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lcbih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk rnelakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

BA3 II

PETUGAS PEMUNGUT PBB.P2

Pasal 2

Pemungutan Pajak PBB-P2 dilakukan oleh petugas
pemungut ditingkat kabupaten, kecamatan dan kampung
serta tenaga/petugas lainnya yang ditugaskan oleh
Instarlsi Pelaksar)a Pemungut Pajal<.

Petugas Pemungut PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada
Ayat (l) terdiri dari :
1. Petugas pemungut tingkat kabupaten scbagai berikut :

a. Bupati dan uakil bupati sebagai pembina:
b. Sekretaris daeralr sebagai rvakil pembina;
c. Asisten adminitiasi umum sebagai ketua;
d. Kepala dinas pengelolaan keuangan daerah sebagai

vakil ketua;
e. Sekretaris dinas pengelolaal keuangan daera-tr

aFh.da i  qeLrer . r i s '

f. Kepala bidang pendapatan dinas pengelolaan
keuangan daerah sebagai rvakil sekretaris; Cai

g. Kasi dan stal bidang pendapatan dinas pengeloiaan
keuangan daerah sebagai anggota.

2. Petugas pemungut tingkat kecamatan sebagai berikut :
a. Camat sebagai ketua

t1)

(2)

dirvilayah ker;a

b, Sekre'.aris camat sebagai \a'akil ketua;dan
c. Salah satu staf yang ditunjuk oleh camat dalam

bentuk surat keputusan camat sebagai anggota.

3. Petugas pemungut tingkat Kampung sebagai berikut :
a. Pengulu sebagai Ketua;
b. Sekrcta-ris kampung sebagai wal<il ketuai dan
d. Kepala dusun sebogai anggota.



BAB III
KEWDI{AI{GAN DAII TUGAS PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2

pasa.l 3
Kewetralgan

(1) Keqenangan Petugas pemungui pBB_p2 adala\ mejakukanpemungutan pBB-p2.

tr) 
l:T:l*l:"r 

sebagaimanr vang dimalsud pc.ta Avar itJ
analan seoagar benkut:

3. l{.]"]-1.." kegiatan pendataan objek dan subjek pBB_p2;
b. Melalokan penetapan objek dan subjek pBB_p2 )
c. Melakukan penagihan pBB-p2terhutang;
d. Melakukan pcnyeto.an pBB-p2ke Kas D"aerah;
: Y"]tu_k* penga\vasar.) pcmLrngufan pBB p2; da.n
L  ,Me lakuk ; rn  pc l ;poran  pemur€ t t t ln  pBB_p2.

pasal 4
T\rgas

Tugas petugas pemungut pBB-p2 sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Tlgas pemungut tingkat kabupaten adalah:

1. Mengaktifkan petugas pernungut pBB_p2 tingkat
kabupatcn dan kecamatan juga tingkat kampung tiap
bulan untuk:

1) Mengadakan evaluasi penl,am2aian Surat
Pemberitahuall pajat Terhutang (SppT);

2) lv,lengadakan er.aluasi penerimaal pBB-p2 per
kecamatan; darl

3) Mengambil iangkall-iangkah pemecahan masalah
di lapangan.

2. Penetapan PtsB-P2 terhutang dalam bentuk Surat
Pernberitahuan pajak Terhutang (SpFf), Surat
Ketetap"n Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan pajak
Daerah Kurang Bavar {SKpDKB), Surat ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang (SKPDKBT),
Surat.Ketetapan Pajak Daerah l,ebih Ba1,ar (SKPDLBj,
dan Administ.asi lainnya sesuai dengan ketentuan
yartg berlaku;

3. Melakukan pengawasan kegiatan penyarnpaian Surat
Pemberitahuan pajak Terhutang (Sppl) melajui
kecamatan yang dilal<ukan oleh pengulu dan para
kadusj dan

4, Mengumpulkan laporal rel<apitulasi dan pemeliharaan
data PBB-P2 dari kecanratan dengar di lanpiri Surat
Pemberitahuan Objek pajak/Lampiran Sr.rrat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOp/LSpOp) yang telah
di isi lcngkap dan bukti lainnya kepa-da Kepala Dinas
PengelolaaD Keuangan Daerah Bidang pendapatan.

b. Tugas pemungut tingkat kecamatan adalah:
1. Meyampaikan perkcmbangan penlampaian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPf) pBB p2 kcpada
wajib Pajak;

z. tretakukan.r/,./ 7



z. rvrLrcrAur@r llrorllL()flrtg pengemDallan struk surat
Pembentahuan Pajak Terhutang (SppTJ yang telah
disampaikan kepada Wajib Pajak;

3. Memantau perkembangan penerimaal pBB-p2
selanjutnya melaporkan setiap mingg"unya kcpada
Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dae.ah
Bidang Pendapatan;

4. Menyampaikan laporan mutasi objek/subjek dari
kampung dcngan dilampiri SPOP/LSPOP yang telah
diisi lengkap kepada Bupati cq. Kcpala Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Pcndapatan;

5. Mengirim kcmbali semua tanda bul<ti pemerimaan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ISPPI) kepada
Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuanga]l Daerah
R i r l .  n o  P F n d . h . f . n

6. Menyampaikart laporan rekapitulasi Surat Setoran
Pajak Daerah Biaya Perolehan Hal< atas Tanah dan
Bargunan (SSPD BPHTB)  per  Tanqca)  1O Ser iap
Bulannya kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Bidang Pendapatan Kabupaten Gayo
Lues; dan

7. Menyampa.ikan laporan rekapitulasi dan pemeliharaan
dara  PBB-P2 dcr i  kamponq dengrn  d i  Sura t
Pembcrilnhuan Objek Pajalr/Lamprrrn SuraL
Pemberitahuajr Objek Pajak (SPOP/LSPOP) dan bukti
iainnya yang telah di isi lengkap kepada Bupati cq.
D inas  Pcr rge lo laan Keu: rngan Dc" rch  B idcng
Pendapatan Kabupatcn Gal'o Lues.

c. 'ftlgas pemungut tingkat Kampung adalah:
1. Meneliti kebenaran data y.Lng teftera pada Su.at

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPI) dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB-P2;

2. Membagikan Pemberitahuzrn Pajak Terhutang (SPPT)
kepada kepala dusun/petugas yang ditunjuk untuk
disampaikan kepada wajib pajak;

3. Mengumpulkan dan mengirim tarlda terima/stmk
Pcmber i tahuan Pa jok  Terhutanq (SPPT)  \ang re lah
lengkap {tanggal & nama penerima) ke kecamatan
untuk diteruskan kepada Bupati cq. Kepala Dinas
Penge lo la .n  K^uangan Daerah B idang Pcndapatan  :

4. Mengusulkan pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhr,r. lns ISPPI-I vars salah untuk dilakukan
pembetulan;

5. Segera mengajukan lrsul pembatalan bagi Surat
Pemberrtahuan Pajak Terhutang (SPPfl gandc
ketetapar ke Kecamatai r.rntuk diteruskan kepada
Bupati cq. Dinas Pengelolaajrl Keuangai Daerah Bidang
Pendapatan Kabupaten Gayo Lues;

6. Mcnyampaikan laporan mutasi objek/subjek dari
Kampung dengan dilampiri Surat Pemberitahuan
Objek Pajak/Lampiran Su.at Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP/LSPOP) yang telah diisi lengkap ke
Kecanatan untuk diteruskan kepada Bup,lti cq Kepala



Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pendapatan;

Bidang

7. Mel8ftul<an pendataan obiek/subjek pBB p2 yang baru;
8. l'4emotii/asi masyarakat wajib pajak diwilayahnl-a

untuli melakukan pembayaran pBB-p2 secepatnl,a
'anpa mcnlrnggu tanggal jatuh tempo sekaligus
:nelaksanakan pemungutan terhadap p4ak tcrhutang
.ian tunggakan yang ada;

, \,lelakukan rnonitoring perkembangan penerimaal
I)BB-P2 liap bulannya dengan cara mencatat .ealisasi
pembayaran PBB-P2 pada tempat pembalrar.an yang
,litunjuk;

' ' Dalam hal pemungutan dilakukan melalui petugas
lemungut, rvajib pajak rvajib diberi Tanda Terima
:retoran (TTS) pada saat pemungutan dan"Surat Tanda
Tcrima Setoran (STTS) PBB-P2 harus disampaikar kc
wajib pajak paling lambat 1 (satu) minggu setelah
pemungutan;

11. Menyampaikan laporan rekapitulasi Surat Setoran
Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD BPHTB)  pcr  Tangga l  IO Se l jap
bulannya ke kecamatan untuk diteruskan kepada
Kepala Dinas Pengelolaan Keuargan Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2 petugas pemungut
diberikar insentif sebesar 57o dai total penerimaan PBB-P2.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak 1 Ja:luari Tahun 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten G Lues.

Ditetapkan di
pada tanggal,

lar-r g kej e re n
2015  M

8 Jumadil Akhir 1436 H

l" GAYO LUES

E. NU HASIM
Diunda: rgkan
Pada torggal,

r l i  R lano lze ic ren

08 April 2O 15 M
1B Jumadil Akhir 1436 H

flff*'
THALIB

BEMIA ))AEP-qH KABUPATEN GAYA LUES TNIUN 2A 15 }IOTIOR J0/



PENJELASAN
ATAS

PDRATUM-I\T BUPATI GAYO LUF,S
NOMOR: TAHUIT 2015

TENTANG
PETUGAS PEMUNGUT PUNGUT PBB-P2 (PRB-P2}

DALAT{ KABUPATEN CAYO LUES

I I]MUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandi.ian pemerintaian
daerah untuk d.lpat melaksannkan l<ebijakal desentralisasi fiskal secara
lebih bedanggungjawab. Olch karena itu, PBB-P 2yang tclah diserahkan
menjadi urusan Fcmerintah dacrah atau Daerah Kabupaten Gayo Lues

Uotuk menyelcnggarakan pemerintahan Daerah berhak mengenakar-r
p,rngutan kepada masyarakat. Berdasarkai Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajatan
sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaska:r balwa
penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dal pungutan lain yarlg
bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikiajr,
p.mungutan PBB-P2 harus didasarkan pada peraturan ]-ang berlaku.

Hrl ini mengingat PBB-P2 merupakan pendapatan asli daerah dan
nenjadi sumber pendapatan bagi kebcrlar.rgsungan pembangunan daerah
d'Jam kcrangka oronomi dacrah.

Drlam pelaksanaan pemunElrtan PBB P2 masih dihadapkar pada
persoalan kesadaran u'ajib pajak dan fasilitas pendukung lainnya 1'arg
reiatif masih rendah juga terbatas sehingga memerlukan perarl darr
uDaya apaJat pemungut pajak khususn]'a pada proses pendataan,
pemeriksaan, penagihan, pcnyetoran dal pelaporan PBB P2 l.ang
dioungut berdasarkan penetapan Bupati.

Urtuk merindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan
D;rerai Xabupaten Gayo Lues yang sejalan dengar prinsip tata ke1ola
p(merintaian yalg baik (good governance), khususnya dalam menggali
dan mengelola selumh potensi PBB-P2, Pemerintah Daerah Kabupaten
Gayo Lues dapat mernberikan Kelvcnangan dan Tugas kepada Instansi,
Al'aratur Kampung dan Pihak Lain serta Petugas Lain untuk melakukai
Pemungutan dan membantu pemungutan PBB-P2. Dalan melakukan
pemungutan bagi Instansi Pelaksana Pemungut PBB P2 diberika:r
Insentif sebagai tambahan penghasilan. Pemberian lnsentif diharapkan
dapat meningkatkan kinerja Instansi Pelaksaia Pemungut PBB-P2,
senangat kerja pejabat atau pegawai Instansi dan pelayanan kepada
m{syaral<at. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat pelal<sana
pemungutan PBB-P2 dapat bekerja dengan jujur, bersih, dal
hpr tonoorno iqunh

II, PASAI DEMI PASAI,
Pasal 1

Cukup jelas.

Pa sal 2
{yat {1)
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Yang dimaksud dengan uteriaga lainnya, adalah tenaga yang
mendapat penugasan dari instansi pelaksana pemungut pajak dan
fetribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan,

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah antara lain Badal
Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dan Instarrsi lain yang bukan Instansi dalam lingkup Pemerintahan

. Daera-h Kabupaten Gayc Lues.
Ayat (2)

Cukup jelas-

Pasal J
Cukup jelas.

Ptsal 4
Yang dirnaksud "Insentil" adalah tambahan penghasilan yang
diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
inelaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan darl
Perkotaan.

Patal 5
Dukup jelas.

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2015 NOMOR...P,/


